
Crosscutting dengan Dinas Kesehatan
Meningkatnya cakupan unit pemberi layanan 
yang mendukung pendataan Program Bangga 

Kencana

Menurunnya AKI dan AKB
IK: Persentase Unit Pemberi Layanan Yang 
mendukung pendataan Program Bangga 

Kencana 
Program Pengendalian Penduduk 

Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE)  Program Bangga Kencana pada 

PUS

Meningkatnya kapasitas tenaga PKB/PLKB 
dalam penggerakan kader 

Meningkatnya Kampung Keluarga 
Berkualitas dengan status 

mandiri

tersedianya data keluarga untuk perencanaan 
pengendalian penduduk pada aplikasi SIGA 

termutakhirkan

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar 
perangkat daerah dalam pelaksanaan pencegahan 

kekerasan terhadap anak

Meningkatnya penyediaan fasilitas ramah anak 
yang terselenggara

Menyelenggarakan fasilitasi bagi lembaga 
dan kelompok masyarakat guna 

memperkuat peran serta dan kapasitas 
dalam pelaksanaan program 

pembangunan. 

Persentase PUS yang memperoleh KIE Program 
Bangga Kencana

Persentase Tenaga Penyuluh KB / Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB)  yg telah 

Mengikuti Penggerakan Kader 

Persentase Kampung Keluarga 
Berkualitas dengan status 

mandiri (%)
Data keluarga pada aplikasi SIGA

Persentase PD yang telah berkoordinasi dan 
melakukan sinkronisasi dalam melakukan 

pencegahan kekerasan terhadap anak (OPD)

Persentase Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah 
Diselenggarakan (Jenis)

Persentase Lembaga / kelompok 
masyarakat yang difasilitasi (Lembaga)

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas  

Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 

serta Organisas i Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan 

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para 

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan Tingkat Daerah 

Terlaksananya pengelolaan 
operasional Balai 

Penyuluhan 

Terlaksananya koordinasi 
Program Bangga Kencana 

Tersusunnya Media Promosi Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE)  Program Bangga 

Kencana 

Terlaksananya kegiatan penggerakan Kader 
Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP)

Terlaksananya pendistribusian 
alat dan obat kontrasepsi serta 
sarana penunjang pelayanan KB 

Terfasilitasinya pelayanan 
penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Terselenggaranya fasilitasi 
Kampung KB

Crosscutting dengan Dinas Kesehatan
Terlaksananya pencatatan, pengumpulan, dan 

pengelolaan data keluarga  sebagai dasar 
penyediaan data Program Bangga Kencana.

Terselenggaranya dukungan 
operasional bagi kader pengelola dan 

pelaksana Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA).

Terbentuknya Kelompok 
Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, 
UPPKA, dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga) .

Terlaksananya pemantauan data 
dan informasi keluarga berisiko 

stunting.

Terlaksananya pendampingan 
kepada keluarga berisiko 

stunting 

Tercapainya jangkauan advokasi dan sosialisasi 
pencegahan kekerasan terhadap anak (KtA)  
kepada pengambil kebijakan dan pemangku 

kepentingan 

Terlaksananya layanan 
pengaduan atau penjangkauan 

terhadap anak korban 
kekerasan secara cepat, tepat, 

dan berkesinambungan 

Terlaksananya layanan 
pendampingan tenaga ahli bagi 
anak korban kekerasan secara 

cepat, tepat, dan 
berkesinambungan 

Terlaksananya layanan medikolegal 
bagi anak korban kekerasan secara 

cepat, tepat, dan 
berkesinambungan

Terlaksananya layanan gelar kasus 
bagi anak dan perempuan korban 
kekerasan  secara terpadu, cepat, 

dan tepat 

Terlaksananya layanan rumah 
perlindungan bagi anak dan 

perempuan korban kekerasan  
secara aman, terpadu, dan 

berkesinambungan 

Terlaksananya 
pendampingan bagi anak 
korban kekerasan secara 

terpadu dan 
berkesinambungan 

Terlaksananya layanan 
kesehatan bagi anak 

korban secara cepat, tepat, 
dan berkesinambungan

Terlaksananya layanan 
spesif ik bagi pemulihan 
anak korban kekerasan 

secara terpadu dan 
berkesinambungan 

Tersedianya sarana komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE)  

perlindungan khusus anak sebagai 
sarana dukungan dalam upaya 

perlindungan anak.

Tersedianya SDM lembaga penyedia layanan 
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus (AMPK) yang telah mendapatkan 

bimbingan teknis 

Tersedianya SDM OPD  yang telah mendapatkan 
bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan 

pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
nonpemerintah, media, dan dunia usaha 

Tersedianya OPD yang mendapatkan 
pendampingan pelaksanaan kebijakan 
pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, nonpemerintah, media, 

dan dunia usaha

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak 

anak pada lembaga pemerintah, 
nonpemerintah, media, dan dunia 

usaha

Terlaksananya pendampingan bagi lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup 

anak kewenangan dalam rangka penguatan 
layanan pemenuhan hak anak. 

Terlaksananya layanan 
konsultasi dan konseling 

bagi keluarga 

Terlaksananya layanan 
penerimaan pengaduan bagi 

keluarga 

Terlaksananya penguatan pelaksanaan 
program dan peningkatan kualitas 

layanan pada OPD

Terlaksananya penguatan sinergi pelaksanaan 
program. 

Terlaksananya penguatan peran 
kelembagaan 

Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan 
perempuan dalam rangka peningkatan kapasitas 

dan peran aktif  perempuan.

Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bagi SDM 
lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan 

penyintas kekerasan, dan kelompok rentan lainnya

Terlaksananya pendampingan kepada 
lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan

Terlaksananya kerja sama para pihak 
dalam pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan 

Terlaksananya advokasi dan sosialisasi 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan 
kepada pengambil kebijakan dan pemangku 

kepentingan 

Terlaksananya layanan kesehatan 
bagi korban

Terlaksananya layanan gelar 
kasus bagi perempuan 

korban kekerasan 

Terlaksananya layanan 
pendampingan tenaga ahli bagi 

korban

Terlaksananya layanan rumah 
perlindungan bagi perempuan 

korban kekerasan 

Tersedianya layanan 
medikolegal bagi perempuan 

korban kekerasan 

Tersedianya layanan pengaduan 
dan penjangkauan bagi 

perempuan korban kekerasan  

Tersedianya layanan pendampingan bagi 
perempuan korban kekerasan 

Terlaksananya bimbingan teknis bagi SDM 
lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengelolaan Operasional 

dan Sarana di Balai 
Penyuluhan 

Jumlah kegiatan Rapat 
Koordinasi Program Bangga 
Kencana di Kecamatan dan 

Desa

Jumlah Media Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana

Jumlah Kader yang Mengikuti 
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan ( IMP) (Orang)

Persentase Faskes yang 
terpenuhi seluruh kebutuhan 
alat dan obat kontrasepsi serta 

sarana penunjangnya

Jumlah Orang yang 
menggunakan Metode 

Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP)  (Orang)

Jumlah Kampung KB yang 
difasilitasi

Prevalensi Stunting
Jumlah Laporan Pencatatan dan 

Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)

Jumlah Kader Pengelola dan 
Pelaksana (Kader)  Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Akseptor (UPPKA) 

Jumlah Kelompok Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA, 
dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga)  yang terbentuk

Jumlah laporan Hasil 
Pemantauan  Data dan 

Informasi Keluarga Berisiko 
Stunting  ( laporan)

Jumlah Keluarga Berisiko 
Stunting  yang mendapat 
pendampingan ( laporan)

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku 
kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan 

sosialisasi pencegahan KtA  (Kegiatan)

Jumlah Anak Korban 
Kekerasan yang mendapatkan 

Layanan  Pengaduan atau 
Penjangkauan korban  (Orang)

Jumlah Anak Korban kekerasan 
yang mendapatkan Layanan  
pendampingan tenaga ahli

Jumlah Anak Korban Kekerasan 
yang mendapatkan Layanan  

medikolegal

Jumlah Anak Korban Kekerasan 
yang mendapatkan layanan gelar 
kasus bagi Perempuan Korban 

Kekerasan

Jumlah Anak Korban Kekerasan 
yang mendapatkan layanan rumah 

perlindungan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan 

Jumlah Anak Korban 
Kekerasan yang 
mendapatkan 

pendampingan korban  
(Orang)

Jumlah Anak Korban yang 
mendapatkan Layanan  

kesehatan  (Orang)

Jumlah Anak Korban 
Kekerasan yang 

mendapatkan layanan 
spesif ik untuk 

pemulihan korban

Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 
(Dokumen)

jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi 
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 

yang mendapatkan bimtek (Orang)

jumlah SDM OPD yang mendapatkan bimtek 
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada 
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha 

jumlah OPD  yang mendapatkan 
pendampingan Pelaksanaan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 
Pemerintah, Non Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha

jumlah dokumen hasil monitoring dan 
evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 
Pemerintah, Non Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota (Laporan)

jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak  yang mendapatkan 

pendampingan (Lembaga)

Jumlah keluarga yang 
mendapatkan layanan 

konsultasi dan konseling 
Lingkup   (Orang)

Jumlah keluarga yang 
mendapatkan Layanan 

penerimaan pengaduan  
Lingkup   (Orang)

jumlah OPD  yang mendapatkan 
pendampingan (Lembaga)

Jumlah pemangku kepentingan  yang 
mendapatkan advokasi dan sosialisasi  

penguatan sinergi pelaksanaan program. 

Jumlah lembaga masyarakat dan 
pemerintah yang mendapatkan 
penguatan peran kelembagaan 

jumlah SDM lembaga masyarakat dan 
perempuan yang mendapatkan sosialisasi 

tentang pemberdayaan perempuan 

jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, 
perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan 
lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 

(Orang)

jumlah lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan yang 

mendapatkan pendampingan (Lembaga)

Jumlah   Kerjasama para pihak dalam 
pencegahan KtP 

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku 
kepentingan yang mendapatkan Advokasi 

dan sosialisasi pencegahan KtP

Jumlah Korban yang 
mendapatkan Layanan 

Kesehatan

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan yang 

mendapatkan layanan gelar 
kasus bagi Perempuan 

Korban Kekerasan  (Orang)

Jumlah Korban yang 
mendapatkan Layanan 

pendampingan tenaga ahli

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan yang mendapatkan 

layanan rumah perlindungan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 

(Orang)

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan yang 

mendapatkan Layanan 
medikolegal (orang)

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan yang mendapatkan 

Layanan  Pengaduan atau 
Penjangkauan korban (orang)

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 
yang mendapatkan pendampingan korban  

(orang)

jumlah SDM lembaga penyedia  Layanan 
Perlindungan Perempuan  yang 
mendapatkan bimtek (orang)

Pengelolaan Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan 

Pelaksanaan Mekanisme 

Operas ional Program Bangga 

Kencana melalui Rapat Koordinas i 
Kecamatan (Rakorcam), Rapat 

Koordinas i Desa (Rakordes), dan 

Mini Lokakarya (Minilok)

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 
Pedesaan ( IMP)

Pengendalian Pendistribusian 
Alat dan Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang Pelayanan KB 
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya

Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP)

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat 
Atasi Stunting (DASHAT) di 
Kampung Keluarga Berkualitas

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Penyediaan Biaya Operasional bagi 
Pengelola dan Pelaksana (Kader)  
Ketahanan dan Kesejaheraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-
R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor 
(UPPKA)

Pembentukan Kelompok 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (Bina Keluarga Balita 
(BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja (PIK-R)  Bina 
Keluarga Lansia (BKL) , Usaha 

Pemantauan  Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon PUS, 
Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita)

Pendampingan Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada 
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Layanan  Pengaduan atau 
Penjangkauan bagi Anak  
Korban Kekerasan Tingkat  
Kabupaten/Kota

layanan pendampingan tenaga 
ahli bagi Anak Korban 
Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

layanan medikolegal bagi Anak 
Korban Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

layanan gelar kasus bagi Anak 
Korban Kekerasan Tingkat   
Kabupaten/Kota

layanan rumah perlindungan bagi 
Anak Korban Kekerasan Tingkat   
Kabupaten/Kota

Layanan pendampingan 
korban bagi Anak Korban 
Kekerasan Tingkat  
Kabupaten/Kota

layanan kesehatan yang 
tidak dijamin BPJS, 
Jamkesda, dan sumber 
pendanaan lainnya bagi 
Anak Korban Kekerasan 
Tingkat Kabupaten/Kota

layanan spesif ik untuk 
pemulihan korban bagi 
Anak Korban Kekerasan 
Tingkat Kabupaten/Kota

Pengembangan KIE (komunikasi, 
informasi, dan edukasi)  perlindungan 
khusus anak tingkat daerah 
kabupaten/kota

Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia 
layanan bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, 
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pendampingan Penyelenggaraan 
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak 
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak 
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 
Kewenangan Kabupaten/Kota

pendampingan penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

layanan konsultasi dan 
konseling keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan PA 
LingkupKabupaten/Kota

Layanan penerimaan pengaduan 
bagi keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan PA 
Lingkup Kabupaten/Kota

Pendampingan Penyelenggaraan PUG 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG 
kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Peningkatan Partisipasi 
Perempuan di Bidang Politik, 
Hukum, Sosial dan Ekonomi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di 
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan  
di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau 
ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

pendampingan penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan kewenangan 
Kabupaten/Kota

Kerjasama para pihak dalam 
pencegahan KtP Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan 
TPPO kepada pengambil kebijakan dan 
pemangku kepentingan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

&layanan kesehatan yang tidak 
dijamin BPJS, Jamkesda, dan 
sumber pendanaan lainnya bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
Tingkat  Kabupaten/Kota&

layanan gelar kasus bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan Tingkat   
Kabupaten/Kota

layanan pendampingan tenaga 
ahli bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

layanan rumah perlindungan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
Tingkat   Kabupaten/Kota

layanan medikolegal bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan Tingka 
Kabupaten/Kota

Layanan  Pengaduan atau 
Penjangkauan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

Layanan pendampingan korban bagi 
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

IK: Total Fertility Rate (TFR) IK: Indeks Perlindungan Khusus Anak

Meningkatnya kualitas keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender.
IK : Indeks Pembangunan Keluarga IK : Indeks Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender

Menurunnya Angka Kelahiran Total

Persentase PD yang ikut berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Meningkatnya pemenuhan hak anak Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender

IK: Indeks Pemenuhan Hak Anak IK : Nilai evaluasi PPE (Penganugerahan Parahita Ekapraya)

Meningkatnya koordinasi OPD dan lembaga dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak secara terpadu dan berkesinambungan Meningkatkan pembelajaran keluarga yang berperspektif  gender dan 
hak anak melalui PUSPAGA sesuai standar

Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan perempuan  dalam pembangunan Menurunkan tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui peningkatan efektivitas penanganan kasus secara terpadu dan berkelanjutan. 

Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan (Kasus)

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  yang Memerlukan Koordinas i Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya penyelesaian kasus anak dalam situasi khusus secara tepat, terpadu, dan berkelanjutan guna memperkuat perlindungan khusus anak. 
Meningkatnya tindak lanjut indikator KLA oleh OPD, perusahaan, dan lembaga masyarakat guna memperkuat komitmen, sinergi, serta keberhasilan 

pelaksanaan Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan. 
Meningkatnya penerapan Anggaran Responsif  Gender (ARG) pada OPD

Persentase Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat (%) Persentase OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya (OPD) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan (Kasus)

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak guna memperkuat kualitas dan 
efektivitas perlindungan anak. 

Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas 
(Lembaga)

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan 
keluarga. 

Persentase Kecamatan Yang Sudah Memiliki Konsultasi dan 
Pengaduan keluarga (%)

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak 
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya fasilitasi kegiatan kelompok perempuan dalam APBDes di desa guna memperkuat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. 

Persentase Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes (Desa)

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan (%)

Program Perlidungan Khusus Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Menyelenggarakan pendampingan bagi kasus kekerasan terhadap perempuan secara cepat, tepat, dan terpadu guna memperkuat efektivitas penanganan dan perlindungan korban. 
Meningkanya koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan 

Persentase OPD dan lembaga  yang Telah Berkoordinasi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana 

Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif  Gender (%)

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya cakupan layanan komprehensif  bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus secara tepat, terpadu, dan berkelanjutan guna memperkuat sistem perlindungan khusus anak. 

Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif  
Cakupan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif  

gender dan hak anak sesuai standar (%)

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga melalui penurunan angka kelahiran pada perempuan usia 15–19 tahun serta  partisipasi keluarga 

dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga. 

IK : Unmet Need

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisas i Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/  Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

terfasilitasinya seluruh Balai Penyuluh Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi modern (mCPR)

Persentase Balai Penyuluh yang terfasilitasi operasional

IK : 
-  Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Pelaksanaan Advokas i, Komunikas i, Informas i dan Edukas i (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian dan Pendis tribus ian Kebutuhan Alat dan Obat Kontraseps i serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

IK: ASFR 15-19
IK: Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan kelompok kegiatan ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga di masyarakat

Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi Tim 
Pendamping Keluarga (TPK)  dan akses internet mobile 

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga aktif

Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses 
internet mobile (desa/kelurahan)


